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KATA PENGANTAR
(DR. Kridawati Sadhana, MS*) -

Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang
paling mengemuka dalam mengelolah administrasi publik dewasa
ini.Konsepsi kepemerintahan yang baik menuntut setiap aparatur
pemerintah untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan
segala sikap, perilaku dan kebijakannya kepada masyarakat.Untuk
itu diperlukan aparatur yang professional yang mampu
mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
didukung semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan
publik, pengayoman dan pemberdayaan rakyat. Pemerintah yang
demikian akan mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan
(supporting and Trusting) dari masyarakat yang dapat menJadl
katalisator pembangunan.

Selain itu, perubahana dan perkembangan masyarakat membawa
kebutuhan baru akan perlunya penyelenggaraan pemerintahan yang
responsif dan partisipatif. Disamping itu, Masalah-masalah kebijakan
publik, utamanya dalam implementasi pelayanan publik sering
ditemukan yang menuntut suatu inovasi pemecahan baik dari
segiperubahan paradigma pemerintahan, kebijakan publik yang
adaptif maupun pendekatan dan strategi pelayanan yang populis.

James E. Anderson mendefinisikan suatu masalah kebijakan Negara
atau kebijakan publik sebagai kondisi atau situasi yang menghasilkan
kebutuhan-kebutuhan atau ketidak puasan pada rakyat yang perlu
dicari cara-cara penanggulanggannya.Sedangkan kebijakan publik .
adalah suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah
yang berwenang untuk kepentingan rakyat (Publik
Interest).Kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh
dari perpaduan dan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan dan
* tuntutan-tuntutan dari rakyat.Sehingga dalam implementasi sebuah
kebijakan publik, paling tidak ada empat (4) faktor yang saling
berinteraksi atau saling mempengaruhi yaitu faktor komunikasi, faktor
sumber daya, faktor disposisi atau sikap, dan faktor struktur
organisasi (Edwars 1ll).Dalam tataran tersebut, buku “pembuka
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merupakan kapita selekta masalah pelayanan publik yang dipotret
dan dieksplikasi apa adanya.Penulis juga berusaha mendiaknosa
penyebab dan menawarkan solusi disertai contoh-contoh pelayanan
yang dilakukan pemerintah.

~ Tulisan Sri Hartini, “Manajemen Pelayana Publik” sejalan dengan
paradigma pelayanan Publik yang mengemuka saat ini adalahnew
publik service, yakni pelayanan publik yang berlandaskan teori
demokrasi yang mengajarkan egaliter dan persamaan hak diantara
warga Negara. Dalam model ini kepentingan publik dirumuskan
sebagai hasil dialog dari berbagai nilai yang ada di dalam masyarakat.
Kepentingan publik bukan dirumuskan oleh elit politik s&perti yang
tertera dalam aturan.Birokrasi yang memberikan pelayanan publik
harus bertanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan.
Peran pemerintah adalah melakukan negosiasi dan menggali berbagai
kepentingan dari masyarakat dan berbagai kelompok komunitas yang
ada. Dalam model ini birokrasi publik bukan hanya sekedar harus
akuntabel pada berbagai aturan hukum melainkan juga harus
akuntabel pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, norma politik
yang berlaku, standar professional dan kepentingan masyarakat.

Pencermatan dan gaya tutur yang runtut serta ulasan empirikal

menjadi sangat kuat dalam buku ini karna penulis adalah seorang
akademisi pada Universitas Merdeka Malang. Buku ini sangat menarik
dan dapat dipakai sebagai acuan dalam membedah masalah-masalah
manajemen pelayanan publik.Mengingatkan kembali bahwa tujuan
pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat.
Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang
tercermin dari: transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif,
kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban. Kualitas pelayanan
berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan
komprehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima
(faster, better and Cheaper).

Semoga bermanfaat bagi kita semua !

Malang, November 2013
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